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ABSTRAK 
Hak asasi manusia pada anak merupakan hak yang mereka dapatkan sejak mereka 

lahir dan setiap negara memiliki kewajiban untuk memenuhinya. Permasalahan terhadap 
perlindungan anak telah menjadi isu dunia internasional pada masa sekarang. Permasalahan 
anak yang disuruh bekerja di jalanan, gelandangan hingga anak menjadi pengemis masih 
banyak terjadi di negara berkembang salah satunya Indonesia. Hadirnya sebuah perjanjian 
internasional dalam bentuk konvensi yang bernama Convention on the Right of the Child 
merupakan bentuk kepedulian, perlindungan dan pemenuhan hak asasi anak. Kota Palembang 
merupakan salah satu kota di Sumatera Selatan Indonesia yang ikut serta 
mengimplementasikan CRC dalam melindungi hak anak jalanan melalui Peraturan Daerah 
Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak jalanan, gelandangan dan 
pengemis dan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penjangkauan dan 
Pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif dengan pendekatan deskripstip melalui konsep rezim internasional. Dalam 
implementasi rezim internasional terdapat tiga indikator terdiri dari output, outcome dan 
impact. Melalui penggunaan konsep tersebut didapat dari jawaban pada penelitian ini. 

 
Kata Kunci : Anak Jalanan, CRC, Indonesia, Kualitatif, Palembang. 
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MOTTO 
 

“love the life you live , live the life you love.” 
( Bob Marley ) 

 
” Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam 

kesesakan, dan bertekunlah dalam doa.” 
( Roma 12 :12 ) 

 
“use honesty as ur crown.” 

                       ( Wayoo Percussion )  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dalam era globalisasi yang semakin maju, banyaknya permasalahan yang masih terjadi 

di dunia internasional mulai dari kekerasan perempuan, pelanggaran hak asasi manusia, 

keamanan manusia hingga tidak terpenuhinya hak anak di berbagai negara. Anak 

merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa yang dapat disebut sebagai harta kekayaan 

yang paling penting dan berharga dibandingkan harta lainnya. Anak yang harus selalu 

senantiasa dijaga dan dilindungi bahwasanya dalam diri anak telah melekat harkat, 

martabat dan hak – hak sebagai manusia yang dijunjung tinggi. Oleh karena itu, negara 

harus memberikan perlindugan kepada anak – anak dalam pemenuhan hak asasi mereka 

dalam mendapatkan pendidikan, hak dalam mendapatkan kehidupan yang layak serta hak 

mendapatkan perlindungan dari ancaman bahaya, kekerasan serta diskriminasi pada anak 

(Khoirunnisa, 2020). 

Berbagai permasalahan yang terjadi pada anak di negara berkembang khususnya 

negara Indonesia yaitu masih banyaknya anak jalanan yang menjadi masalah sosial yang 

cukup kompleks yang berhubungan dengan masalah sosial lainnya seperti kemiskinan, 

korban kekerasan, korban akibat bencana alam dan faktor lainnya. Pada tahun - tahun 

terakhir, permasalahan terhadap anak jalanan menjadi salah satu permasalahan yang 

sangat krusial baik jika dilihat dari kompleksitas masalah ataupun kuantitas dari anak yang 

diterlantarkan oleh keluarganya semakin meningkat. Berbagai permasalahan anak jalanan 

tidak hanya sebatas anak dijadikan sebagai pekerja tetapi juga kasus anak jalanan dapat 

diperjualbelikan ke negara – negara maju seperti Jepang. Indonesia dan Jepang merupakan 
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negara yang berada di satu kawasan Asia yaitu Asia Tenggara. Kedua negara ini memiliki 

relasi kerjasama di berbagai sektor termasuk keamanan pada perbatasan. Tetapi, keamanan 

antar perbatasan kedua negara yaitu Indonesia dan Jepang masih sering kali lengah dalam 

pengawasan (Astrid, 2011). 

Menurut Organisasi Perserikatan Bangsa – Bangsa perdagangan manusia atau human 

trafficiking merupakan upaya perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau 

penerimaan seseorang baik individu atau kelompok dengan ancaman, penggunaan 

kekerasan, perbudakan, pemaksaan, pemerangkapan utang ataupun bentuk penipuan 

lainnya dengan tujuan eksploitasi. Perdagangan manusia berhubungan dengan 

memperdagangkan diri, kegiatan tawar – menawar, membuat keputusan, melaksanakan 

transaksi dan hubungan sekesual (Purbaya, 2017). Perdagangan manusia melakukan 

pemindahtanganan individu atau kelompok dari satu pihak ke pihak lainnya dengan 

meggunakan ancaman, penipuan serta penguasaan, perdagangan manusia berisikan elemen 

mengenai pengalihan yang bertujuan untuk apa saja yang berkaitan dengan eksploitasi 

tenaga kerja, pembantu rumah tangga, pengambilan organ tubuh pada eksploitasi seks 

komersil. Perdagangan manusia tidak hanya melibatkan perempuan tetapi juga 

perdagangan pada anak. 

Kasus perdagangan anak ke Jepang terjadi hampir setiap tahunnya. Pada tahun 2007, 

adanya kasus perdagangan anak ke Jepang dilakukan oleh seorang pramugara yang 

bekerja di salah satu maskapai di Indonesia. Selain itu, pada tahun 2017 dua anak 

perempuan dijual kepada warga negara jepang dijadikan sebagai budak untuk 

melayani dan melakukan tindakan kekerasan seksual yang terjadi. Oleh karena itu, 

pemerintah Indonesia memperbaiki keamanan yang maksimal, melaksanakan pemenuhan 
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dan perlindungan terhadap hak anak untuk memberantas kasus anak jalanan dan 

perdagangan anak yang terjadi. Demi tercapainya pemenuhan dan perlindungan anak, 

negara Indonesia membutuhkan dorongan serta dukungan berupa kebijakan yang terikat 

dalam mewujudkannya. Hal inilah yang menjadikan Indonesia bekerja sama dengan 

organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa dan organisasi lainnya dalam menangani 

permasalahan anak jalanan yang terjadi di Indonesia (News, 2008). 

Konsep Anak Jalanan dalam UUD 1945 terdapat di dalam pasal 34 ayat 1 yang 

berbunyi : “Fakir miskin dan anak – anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hal ini 

mengandung makna bahwa anak merupakan subjek hukum dari hukum nasional yang 

harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata 

lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Pemerintah 

mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, 

termasuk anak jalanan. Hak asasi anak terlantar dana anak jalanan, pada hakekatnya sama 

dengan hak asasi anak-anak yang lain seperti tercantum dalam UU No.39 tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia dan Keputusan Presiden RI No.36 tahun 1990 

(Pengembangan, 2021). 

Organisasi Internasional seperti perserikatan bangsa – bangsa merupakan wadah dalam 

memberikan segala kebutuhan bagi manusia termasuk hak asasi pada anak. Pembentukan 

Konvensi Hak Anak didasarkan pada perlindungan terhadap hak anak yang dibuat oleh 

deklarasi anak pada tahun 1979 yang diadopsi oleh organisasi perserikatan bangsa – 

bangsa pada tahun 1989 di Jenewa sekaligus telah diratifikasi dan ditandangani oleh 192 

negara. Permasalahan yang terjadi sehingga dibentuknya konvensi tersebut telah 

menghasilkan suatu perjanjian dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan 
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sebagai prioritas utama kepada anak, kelangsungan hidup serta perkembangan mereka. 

Sebelum meratifikasi CRC, Indonesia telah mempunyai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1971 tentang Anak Jalanan (Lestari, 2017). 

Dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 dijelaskan bahwasanya anak merupakan 

seseorang yang belum mencapai umur dua puluh satu (21) tahun dan belum pernah 

menikah. Mengenai hak – hak anak berdasarkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 

dapat dikemukakan sebagai berikut : 

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan 

kasih sayang baik dalam keuarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk 

tumbuh dan berkembang dengan wajar. 

2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan 

sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi 

warganegara yang baik dan berguna. 

3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan 

maupun sesudah dilahirkan. 

4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat 

membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan 

wajar (RI J. B., Undang - Undang Tentang Kesejahteraan Anak No. 4 Tahun 1979, 

2022). 

Indonesia merupakan salah satu negara yang melakukan peratifikasian Konvensi Hak 

Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Oleh karena itu, negara 

Indonesia memiliki kewajiban untuk menjalankan segala aturan serta kebijakan yang telah 
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ditetapkan berdasarkan konvensi hak anak tersebut. Konvensi Hak Anak Internasional atau 

dalam bahasa inggris disebut sebagai Convention on the Right of the Child merupakan 

suatu konvensi yang dibentuk dan disahkan pada tanggal 20 November 1989 dan 

mempunyai kekuatan atau power pada 2 September 1990. Konvensi Hak Anak 

Internasional merupakan suatu instrumen yang membuat rumusan terkait prinsip – prinsip 

yang universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karena itu, Konvensi 

Hak Anak Internasional merupakan suatu perjanjian internasional terkait hak asasi 

manusia yang didalamnya tercantum hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak budaya. 

Konvensi ini diratifikasi oleh hampir semua negara di dunia, kecuali Somalia dan Amerika 

Serikat. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang ikut serta meratifikasi 

Konvensi Hak Anak Internasional melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 

sebagai bentuk dari peratifikasian Konvensi Hak Anak Internasional dan membuat 

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UNICEF, 2002). 

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah secara penuh menjamin, menghargai dan 

melindungi hak anak. Upaya Indonesia selanjutnya untuk menjamin hak anak melalui 

pembentukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak sebagai 

suatu instansi dan lembaga yang mengkoordinasi dan mengadvokasi perlindungan anak di 

Indonesia. Selain itu juga, Indonesia seiring berjalannya waktu melakukan peratifikasian 

dua protokol opsional Konvensi Hak Anak melalui Undang – Undang Nomor 10 Tahun 

2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak mengenai penjualan 

anak, prostitusi anak dan pornografi anak. Indonesia juga membentuk Undang – Undang 

Nomor 1 tahun 2000 tentang pengesahan konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 tentang 

pengesahan konvensi ILO Nomor 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera 
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penghapusan bentuk – bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Pada umumnya, terdapat 5 

klaster substansi dalam Konvensi Hak Anak antara lain Hak sipil dan kebebasan, 

lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, 

pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta perlindungan khusus 

(Darius Mahendra, 2018). 

Terhitung sejak tahun 2017, telah tercatat sebanyak 16.290 orang anak jalanan yang 

terlantar di Indonesia. Jumlah ini telah termasuk jumlah anak jalanan di Kota Palembang. 

Palembang merupakan Kota yang memiliki jumlah sebanyak 1.278 anak jalanan yang 

putus sekolah hingga terlantar pada tahun 2018 (Nakagawa, 2022). Penyebab yang terjadi 

karena peningkatan kemiskinan sejak adanya Pandemi COVID-19. Selain itu juga, pada 

tahun 2020 dimana Pandemi COVID-19 merupakan awalan permasalahan anak jalanan 

semakin meningkat. Salah satu hal yang menjadi pemicu anak bekerja dijalanan adalah 

karena adanya kebijakan school from home yang menjadikan daya fikir anak untuk 

bekerja di jalanan semakin meningkat karena faktor lingkungan ataupun faktor kemiskinan 

yang terjadi. 

Dengan adanya berbagai isu permasalahan anak jalanan di Palembang yang semakin 

meningkat, menjadikan pemerintah Kota Palembang ikut serta dalam membuat kebijakan 

serta menjadikan permasalahan ini menjadi prioritas utama untuk melindungi serta 

memenuhi hak aasasi pada anak di Kota Palembang. Dalam penelitian mendalam yang 

akan saya lakukan terhadap penelitian ini terkait bagaimana Pemerintah Kota Palembang 

melaksanakan implemplentasi Konvensi Hak Anak Dalam Melindungi Hak Anak Dalam 

Melindungi Anak Jalanan Melalui Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 

2013 tentang Pembinaan Anak jalanan, gelandangan dan pengemis. 
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1.2. Rumusan Masalah 
 

Dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, peneliti telah membuat rumusan 

masalah terkait, “Bagaimana Implementasi Konvensi Hak Anak Dalam Melindungi Anak 

Jalanan di kota Palembang pada masa Pandemi COVID-19?” 

1.3. Tujuan Penelitian 
 

Terkait dengan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dari itu 

peneliti telah menemukan hal utama dan mempunyai asumsi bahwa tujuan penelitian ini 

yaitu, untuk mengetahui terkait Bagaimana Implementasi Konvensi Hak Anak dalam 

Melindungi Anak Jalanan di Kota Palembang. Selain itu, tujuan penelitian untuk 

mengetahui terkait Bagaimana Pemerintah Kota Palembang menemukan solusi dalam 

mengatasi permasalahan ini pada masa Pandemi COVID-19 melalui kebijakan yang telah 

diratifikasi sebelumnya. 

1.4. Manfaat Penelitian 
 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna dalam memberikan kontriubsi 

pemikiran untuk pembaca atau informan dalam kasus Implementasi Konvensi Hak Anak 

Dalam Melindungi Hak Anak Jalanan di Kota Palembang pada masa Pandemi COVID-19 

khususnya untuk mahasiswa mahasiswi ilmu hubungan internasional dan pembaca umum 

lainnya. Manfaat penelitian kali ini terbagi menjadi dua antara lain manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. Adapun manfaat penelitiannya sebagai berikut : 

1.4.1. Manfaat Teoritis 
 

Manfaat teoritis di penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan, 

informasi sekaligus masukan berupa fakta bagi para pembaca terkait bagaimana upaya 
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yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang dalam melindungi Hak Anak Jalanan 

pada masa Pandemi COVID-19. Selain itu juga, manfaat penelitian ini agar para 

akademisi memberikan kontribusi terhadap perlindungan hak anak di Sumatera Selatan 

dan dapat mempelajari lebih dalam lagi terkait kasus hak anak yang berada di kawasan 

provinsi, nasional maupun internasional. Para akademisi juga diharapkan mampu untuk 

memberikan perhatian besar terhadap hak asasi anak yang seharusnya menjadi prioritas 

utama untuk direalisasikan kepada anak yang mendapatkan perundungan, kekerasan 

hingga larangan bekerja bagi anak yang belum mencapai usia semestinya. Sekaligus 

mengenai bagaimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sumatera selatan dalam 

mengatasi permasalahan tersebut melalui Konvensi Hak Anak. Penelitian ini juga 

diharapkan mampu menjadi suatu referensi dan sumber informasi bagi peneliti di masa 

mendatang. 

1.4.2. Manfaat Praktis 
 

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran terkait 

Bagaimana Pemerintah Kota Palembang menjalankan Konvensi Hak Anak yang telah 

diratifikasi oleh Indonesia dalam melindungi anak jalanan pada masa pandemic covid 19 

tahun 2020. Penelitian ini juga akan melihat terkait apakah upaya yang dilakukan 

Pemerintah Kota Palembang dalam melindungi Hak Anak Jalanan pada masa Pandemi 

COVID-19 telah berjalan baik dan menghasilkan dampak baik bagi anak jalanan di Kota 

Palembang. 
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